
Menteri Perencauaan Pembangunan Nrsional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

SALINAN
KXruTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMEANGT,]NAN NASIONAL,/

KXPAIA BADAN PERENCANAAN PEA,IBANGUNAN NASIoNAL
NOMOR KnP.120lM.WN /HK/07 / 2015

TENTANG
PERUBAHAN ATAS

IGruTUSAN MENTXRI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KXPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAI,

NOMOR KEP. 4OIM.PPN,/HK,/03,/2015
TENTANG

PEMBENTTXAN TIM KOORDINASI PENGELOLAAN PROYEK HIBAH
ASSISruNCE FOR RTCE FORTII|CATION FOR ME POOR OFR.ADB) TAHUN 20 15

MENTERI Pf,RENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

l\4enimbanS

Mengingat

a.

b.

1

2

bahwa dalam rangln1 rneringkatkln efisiensi clan efekfifitas
pelaksanaan kegiatall peirgclolaan pr.oyek hibah Assitance For Rice
foltiticatio lbr The n)or Tnhlrn 2015, perlu mengubah susunan
kean:lgotaan Tim Koordinasi pengelolaan ltoyek Hibah Asststa?cc
fitt Rtcc fotlificahon Fo1. nte poor (JqI'R- AlrB) lhhun 20 1 S:

bahwa pejabat dan pegatvai yaitg nam4nya tercantum dalam
Lanlpiran Keputusafl ini dianggap nlanlpu dan memenuhj
persyaratan untuk duduk dan nlclaksanakan tl€as sebagai an*qota
Tim Koordin,rs, Pel|gelo,nilI froyek Hibrh ArsLtd ..c tot, Rtcc
fot.tificati() Jbr n1e Poot, (IFPR-ADB) Tahun 20 l 5;

Undang,Undang Nomor 27 Tahun 2014 tcntang An&lalarl
Pelldapatan dan Bclarlja Negare Tahun Anlgaran 2015 (tEntbaran
Negau Rcpublik Indonesia Tahun 2OO4 Noruor 259, Tambahan
Le111balar1 Negara Republik Indonesia Nonlor. SS93) sebagainrana
telah diubah dengan Llndang-Undang Nonlo1. 3 Tahun 2O1S
(Lembat.an Ne5;aru Republik tndotlesia Tahun 2OlS Nonlor 441
lhrnbahan Lcmbdmn Negara Rcpulrik Indonesia Nomor S669);

Peraturan Penleriniah Nontot. 45 '[4hru1 2O1lJ tenlang Tata Cara
Pelaksanaan An&iararl dan Belanja Negara;

3. Pelaturan ...



Menetapkan

PERTAMA

KIDUA

3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahttn ZOTS teflfang OrganiMsi
Kementerian Negara;

4. Peraturan Preside[ Nomor 65 T^hn\ ZO75 tentang Kementerian
Perencanaan Pembangunan Nasionali

5. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2O1S tentang Badan
Perencanaafl Pembangunan Nasioral;

6. Peraturan Menteri Negara petenca:n aL pembangunar
Nasional,/Kepala Badan Perencanaan pembangunan Nasional Nomor
PER. 005/I4.PPN/ 10 / 2OO7 terLtanr Organisasi dah Tata Kerja
Kementerian Negara Perencanaan pembangunan Nasional/Badan
Perencanaan Pembangunah Nasional sebagaiman a telah beLre.r2,pa,
kali ctiubah, terakhir dengan peraturan Menteri perEncanaan

Pembangunan Nasional/Kepala Badan perencana.an pembangunan

Nasional Nomor 3 Tahvn 2O1 4;

7. Peraturan Menteri Negara perencaflaah pembangunan

Nasional/Kepala Badan Perencanaan penb4ngunan Nasional Nomor
1 Tahrln 2072 tentang Pedomafl perencana h, pelaksaflaar],

Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;

MEMUTUSKAN:

KIPUTUSAN MXNIERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN
NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
NASIONAL TENTANG PERUBAIIAN ATAS KXPUTUSAN MENIERI
PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAI,/KEPAI"A, BADAN
PERXNCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL NOMOR KXP.
4O/M.PPN /HAO3/2O15 TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI
PENGELOLAAN PROYIK HIBAH ASSISIANCE FOR RTCE IORTIFICANON
FOR ?HE }\)OR WR.ADB) TAHUN 2015.

tr4engubah susunan keanggotaan Tim Koordinasi pengelolaan proyek
Htbah Assistance for Rice fortification for 77te poor 0FPR-ADB) Tahun
2015 untuk selanjutnya disebut Tim Koordinasi koyek JFPR, dengan
susuna( keangSotaan sebagaimana tercantum dalanl Lampiran
Kepufusan ini.

Segala biaya yanS diperlukan dalam rangka pelaksaflaan tugas Tim
Koordinasi Proyek JFPR dibebankan pada Anggaran pendapatan dan
Belanja Negara Kementerian PPN/Bappenas Tahun Anggaran 2015.

KETIGA



KITIGA Keputusan illi berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak
tanSSal l Juli 2015.

Ditetapkan di Jakarta
pada t $gl I3Juli 2015

MENIERI PERENCANAAN PLMNANGUNAN NASIONAL,/
KEPALA BADAN PER'NCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ANDRINOT A. CHANIAGO

ftd,.

Salina[ sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukuft,

- /'/-,
Emnry Suparifitua



SAUNAN
LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PPN/
IGPALA BAPPENAS
NOMOR KEP.120./M.pm/HK/ OZ / ZOLS
TANGGAI 13JUII 2015

SUSIINAN KEANGGOTAAN
TlM KOORDINASI PENGELOLAAN PRO}'EK HIBAH

ASSISIANCE FOR RICE FORTIFICANON FOR 77TE IOOR IFPR-ADB) TAHUN 2O15

A. PENGARAH

B. PENANGGUNGJAWAB

C. TIM PELAKSANA

Ketua

S€kretaris

Anggota

A,lcnieri PPN/Kepala Bappenas_

t)cpuii Bid;rng SDM der Kebudayaan,
Kementerian PPN/Bappcnas.

Dircktur Kesehatall dan Gai Masyarakat,
Kementerian PPN/Bappenas.

Entos SP, MPHM, Kelheflterian ppN/Bappenas.

I. Direktur Bina Gizi, Kementerian
Kesehatan;

2. Direktur Inspeksi dan Sertifikasi panSan,

Badan Pengawas Obat dan Makanan;

3. Direktur Standardisasi pangan, B^dayt
Pengawas Obat dan Mr-kanan;

4. Direkur Agafi@, Kebvdzyaaa, pemuda dan
Olahraga) Kemenferian PPN/Bappenas;

5. Kepala Pusat Pe[ganekaragamah Konsumsi
dan Keamanan Parlgan, Badan Ketahanan
Paf.3.an,

6. Direltur Pelayanan Publik, perum Badan
Urusan Logistik;

7. Kepala Divisi Peflyaluran, perum Badan
Urusan Logistik;

8. Keprla Divisi Research a|td Dcvelopmen!_
Perum Badan Umsah Logistilq

9. Kepala Divisi Regional Jawa Bamt, perum

Badan Urusan Logistik;

l0.Kasubdit Gizi Mikro, Kemeflferiafl
Kesehatan;

1 1. Kepala Sub ..



11. Kepala Sub Divisi Regional Katawall8,
Perum Badan Urusan Logistik;

12. Kepala Sub Divisi Renstra Diisi Research
and Development, per.Llm Badan Urusan
LoSistik;

13.Kepala Sub Divisi penyaluran, pei,um
Badan Urusan Logistik;

14. Sularsono, Sp, ME, Kementelian
PPN/ Bappeflas;

15. PunSkas Bahjuri Ali, STp, IIS, ph.D,
Kernenterian ppN/Bappenal;

16.Inti Wikarestri, SK ,t, MpA, Kemeflterian
PPN,/Bappenas;

l T.Ardhiantie, SKM, MpH, Kementerian
PPN,/Bappenas;

I8. Dewi Amila solikha, sKM, M.sc,
Kementerian ppN/Bappenas;

l9.Sidayu Ariteja, SE, Kementerian
PPN/Bappenas;

20. Mohammad Dzulfikar A.rifi, SK,\it,
Keft enterian ppN/Bappenas;

2l.Atisomya Nareswari, SE, Kementerian
PPN/Bappenas.

D. 'IENAGA PENDUKUNG : I. Nurlaily Aprilianti, Kementedan
PPN/Bappenas;

2. Sarwoto, Keme4terian ppN/Bappenas;

3. Saniman,KemeflferianppN/Bafl)enas;

4. Mardi, Kementedan ppN/Bappenas;

5. Hendriyanto) Kementerian ppN/Bappenas.

MENIIRI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd.

ANDRINOF A. CHANIAGO
Salinan sesuai dengan aslihya

Kepala Biro Hukum,- /'d"v.
Emmy Supa-n6aturi


